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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan 
karunia-Nya sehingga buku Ekonomi Pemerintahan: Konsep, Kebijakan, 
dan Pembangunan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. 
Buku ini hadir sebagai salah satu referensi yang membahas hubungan 
antara pemerintah dan perekonomian dalam mewujudkan 
pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di tengah dinamika 
ekonomi global, perubahan kebijakan publik, serta tantangan 
pembangunan yang semakin kompleks, pemahaman mengenai 
ekonomi pemerintahan menjadi sangat penting sebagai landasan 
dalam merumuskan kebijakan yang efektif, efisien, dan berorientasi 
pada kesejahteraan masyarakat. 

Ekonomi pemerintahan merupakan cabang ilmu yang mempelajari 
peran pemerintah dalam mengatur, mengelola, dan mengarahkan 
aktivitas ekonomi melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal, 
pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara, serta pembangunan 
nasional dan daerah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 
menciptakan stabilitas ekonomi, mengurangi kesenjangan, 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, 
pemahaman terhadap konsep-konsep dasar ekonomi pemerintahan 
menjadi bekal yang penting bagi mahasiswa, akademisi, aparatur 
pemerintah, maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap 
pembangunan ekonomi. 

Buku ini disusun secara sistematis agar pembaca memperoleh 
pemahaman yang utuh mengenai berbagai aspek ekonomi 
pemerintahan. Pembahasan dimulai dari konsep dasar ekonomi 
pemerintahan dan sistem perekonomian, dilanjutkan dengan 
pengelolaan keuangan negara, pembangunan ekonomi daerah, 
pelayanan publik dalam perspektif ekonomi, pengawasan dan 
akuntabilitas pemerintahan, hingga pembahasan mengenai globalisasi 
ekonomi, krisis ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan strategi 
penguatan ekonomi nasional. Setiap bab disusun dengan pendekatan 
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teoritis dan aplikatif sehingga dapat membantu pembaca memahami 
keterkaitan antara kebijakan pemerintah dengan pembangunan 
ekonomi. 

Selain menyajikan landasan konseptual, buku ini juga mengulas 
berbagai isu strategis yang dihadapi pemerintah dalam mengelola 
perekonomian di era modern. Pembahasan mengenai otonomi daerah, 
kemandirian fiskal, transparansi pengelolaan keuangan, transformasi 
digital dalam pelayanan publik, serta penguatan tata kelola 
pemerintahan menjadi bagian penting dalam memberikan wawasan 
yang relevan dengan perkembangan kebijakan publik saat ini. Dengan 
demikian, pembaca diharapkan mampu menganalisis berbagai 
tantangan ekonomi pemerintahan secara lebih komprehensif dan 
objektif. 

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi 
yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, aparatur pemerintah, 
praktisi kebijakan publik, serta seluruh pembaca yang ingin 
memperdalam pemahaman mengenai ekonomi pemerintahan. Semoga 
buku ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan, memperkaya wawasan mengenai kebijakan ekonomi 
publik, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang 
transparan, akuntabel, dan mampu mendorong pembangunan 
ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. 
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BAB 1 
KONSEP DASAR  

EKONOMI PEMERINTAHAN 
 

Iin Ismayanti, S.AP., M.AP 

⁠Universitas Indonesia Timur 
 

A. PENGERTIAN EKONOMI PEMERINTAHAN 
1. Konsep Dasar Ekonomi dan Pemerintahan 

Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana individu, 
kelompok, maupun negara mengelola sumber daya yang terbatas 
untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Keterbatasan sumber 
daya tersebut menuntut adanya pengambilan keputusan yang rasional 
agar tercapai efisiensi dan kesejahteraan. Dengan demikian, ilmu 
ekonomi tidak hanya membahas aktivitas produksi, distribusi, dan 
konsumsi, tetapi juga mengkaji berbagai pilihan yang harus diambil 
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BAB 2 
SISTEM PEREKONOMIAN  

DAN PEMERINTAH 
 

Fara Dina, S.E., M.E. 
Universitas Tanjungpura 

 

A. PENGERTIAN SISTEM PEREKONOMIAN 
Sistem perekonomian merupakan suatu mekanisme, aturan, serta 

institusi yang digunakan oleh suatu negara dalam mengatur kegiatan 
ekonomi, termasuk proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang 
maupun jasa. Sistem ekonomi menentukan bagaimana sumber daya 
yang terbatas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
yang tidak terbatas. Dalam praktiknya, sistem ekonomi juga berkaitan 
erat dengan peran pemerintah dalam mengendalikan stabilitas 
ekonomi, pemerataan pendapatan, serta pembangunan nasional. 
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BAB 3 
KEUANGAN NEGARA 

 
Daelami Ahmad, S.Ag., M.Si 

Institut Kemandirian Nusantara (IKNUS) Pandeglang – Banten 
 

A. PENDAHULUAN 
Keuangan negara adalah salah satu instrumen paling menentukan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Ia tidak hanya 
berbicara tentang angka, kas, pajak, belanja, atau laporan akuntansi, 
tetapi tentang bagaimana negara menjalankan mandat 
konstitusionalnya untuk melindungi warga, menyediakan pelayanan 
publik, membiayai pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan 
menghadirkan kesejahteraan. Setiap sekolah yang dibangun, jalan yang 
diperbaiki, rumah sakit yang diperkuat, bantuan sosial yang disalurkan, 
hingga gaji aparatur yang dibayarkan, semuanya berhubungan dengan 
keputusan keuangan negara. Karena itu, keuangan negara dapat 
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BAB 4 
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

 
Lestari Kurniawati, S.S.T., Akt., M.E. 
Politeknik Keuangan Negara STAN 

 
Capaian Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dan pembaca diharapkan 
mampu: 

 Menjelaskan konsep dan paradigma baru pembangunan ekonomi 
daerah, termasuk pendekatan endogen (endogenous development). 

 Menganalisis struktur, komponen, dan strategi optimalisasi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kerangka kemandirian fiskal 
daerah. 

 Mengevaluasi dampak otonomi daerah terhadap pertumbuhan 
dan daya saing ekonomi lokal berdasarkan regulasi terkini. 
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A. PENDAHULUAN 
Bab ini membahas secara komprehensif hubungan antara 

pelayanan publik dan ekonomi dalam perspektif administrasi publik 
dan ekonomi publik. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai 
konsep, pengertian, dan paradigma pelayanan publik yang berkembang 
dalam ilmu administrasi publik. Selanjutnya dibahas pelayanan publik 
dalam perspektif ekonomi publik, termasuk peran pemerintah dalam 
penyediaan barang publik (public goods) dan upaya mengatasi 
kegagalan pasar (market failure). Bab ini juga menguraikan hubungan 
strategis antara pelayanan publik dan pembangunan ekonomi, 
termasuk pengaruh pelayanan publik terhadap investasi, produktivitas 
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A. PENDAHULUAN 
Pengawasan dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam 

tata kelola ekonomi pemerintahan yang sehat dan berkeadilan. Dalam 
konteks ekonomi pemerintahan, negara tidak hanya berperan sebagai 
regulator perekonomian, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya 
publik yang bertanggung jawab atas setiap rupiah anggaran yang 
dialokasikan untuk kemakmuran rakyat. Tanpa sistem pengawasan 
yang kuat dan akuntabilitas yang bermakna, pengelolaan keuangan 
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INDONESIAN GOVERNMENT ECONOMIC 

 
Dr. Farida Suldina Achmad, B.Sc., B.A., M.Si. 
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Content:  
Chapter I: Globalisasi Ekonomi 
Chapter II: Krisis Ekonomi dan Peran Pemerintah 
Chapter III: Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan 
Chapter IV: Strategi Penguatan Ekonomi Nasional 
 

A. GLOBALISASI EKONOMI 
Menurut Penuis, globalisasi ekonomi merupakan proses 

meningkatnya integrasi ekonomi antarnegara melalui perdagangan 
internasional, investasi asing, arus modal, teknologi, tenaga kerja, dan 
pertukaran informasi tanpa batas. Proses ini menyebabkan batas-batas 
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